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ABSTRAK

Demikian pesatnya pengaruh globalisasi yang berdampak kepada
perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, babak baru di dalam perkembangan
hukum Walaupun demikian, perkembangan teknologi tidak hanya memberi dampak
positif bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Namun juga dampak negatif akibat
bergesernya gaya hidup di masyarakat, yaitu dengan munculnya kejahatan baru yaitu
kejahatan dunia maya (cybercrime). Sebagai upaya preventif dan sekaligus represif,
mulai dibentuk hukum baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai salah satu kejahatan dunia maya,
prostitusi mulai berkembang pesat dan dianggap ada di dalam Pasal 27 ayat (1)
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Ketika penyusun melakukan pra-penelitian
Hal yang menarik disini adalah sejak undang-undang ini disahkan, belum ada kasus
yang menggunakan pasal tersebut dalam penuntutan tindak pidana prostitusi online,
yang dinilai dalam hal pembuktian belum dapat di selenggarakan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (/ibrary research),
penulis mencari landasan teoritis dengan megumpulkan data kepustakaan yang
merujuk pada buku-buku, jurnal, perundang-undangan yang ada di Indonesia, serta
sumber data penunjang lainnya. Mengingat penelitian ini bersifat normatif yuridis,
maka penulis menganalisa seluruh data sudah terkumpul menggunakan metode
analisis deskriptif kuaitatif.

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008, unsur dari muatan kesusilaan dalam pasal tersebut
mempunyai keterkaitan didalam perundangan yang lain (dapat ditarik kesimpulan
bahwa pasal ini sudah cukup untuk menjadi landasan hukum penuntutan kasus
prostitusi online itu sendiri Walaupun hanya terbatas kepada perantara
(germo/mucikari) dan belum bisa menjerat pelaku pengguna jasa seks dan pekerja seks
itu sendiri. Namun masih mempunyai kendala didalam pembuktian, yaitu terkait
dengan diharuskannya dalam mengambil alat bukti, harus dijamin keaslian dan/atau
keotentikannya dengan mendatangkan 'dan/atau = mendapatkan keterangan ahli.
Sedangkan ahli itu sendiri belum di atur klasifikasi konkretnya dan belum tersebar
merata ke seluruh wilayah Indonesia.

Kata kunci : pembuktian, KUHAP, prostitusi online
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi terhadap teknologi dan internet, merupakan sebuah
fenomena yang sudah menyebar luas di seluruh bagian negara. Bagi negara
berkembang, khususnya di Indonesia ini, pemanfaatan teknologi dan internet
sudah menjadi media dalam kehidupan sehari-hari atau lebih dikenal dengan
gaya hidup. Kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersama dengan
munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-
perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah
sosial pola-pola perilaku, organisasi dan susunan lembaga kemasyarakatan.
Pesatnya perkembangan teknologi itu telah membentuk masyarakat informasi
internasional, termasuk di Indonesia. Sehingga, satu sama lain menjadikan

belahan dunia ini sempit dan berjarak pendek.!

Pemanfaatan teknologi dan internet ini bisa menjadi pedang bermata
dua. Dimana memiliki pengaruh /positif dan ‘pengaruh /negatif. Dalam
pengaruh positif, dapat memudahkan akses ke segala aspek berkehidupan,
contohnya ; media komunikasi, media pembayaran (payment), penyebaran
informasi berita, dan lain sebagainya. Sedangkan pengaruh negatif, teknologi
dan internet dapat digunakan sebagai media penipuan kartu kredit, penipuan

perbankan, meretas situs internet, transaksi seks, dan lain-lain yang dapat

87-88

1 Soerdjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta, Rajawali Pers, 1980), him.



dikenal sebagai kejahatan mayantara (cybercrime). Kejahatan dalam bidang
teknologi informasi (cybercrime) merupakan kejahatan yang menggunakan
media komputer sebagai sasaran dan sarana melakukan kejahatan. Kejahatan
dalam konteks ini adalah kejahatan dalam pengertian yuridis, yaitu perbuatan

melanggar peraturan perundang-undangan dan diancam dengan pidana.?

Dalam perkembangan pembaharuan hukum pidana sejak tanggal 21
April 2008 babak baru pengaturan mengenai teknologi, informasi, dan
transaksi elektronik yaitu adanya pengesahan Rancangan Undang-undang
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diundangkan
menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 j.o Undang-undang Nomor
19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya
disingkat UU-ITE) memang mutlak diperlukan bagi Negara Indonesia,
karena saat ini Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah
menggunakan dan memanfaatkan teknologi Informasi secara luas dan efisien,
dan secara faktual belum banyak memiliki ketentuan hukum, terutama dari

aspek hukum pidana:

Cakupan materi UU-ITE secara umum antara lain berisi tentang
informasi dan dokumen elektronik, pengiriman dan penerimaan surat

elektronik, tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, hak atas kekayaan

2Widodo dan Wiwik Utami, Hukum Pidana dan Penologi, (Yogyakarta, Aswaja Pressindo,
2014), him. 51



intelektual dan privasi, serta ketentuan pidana yang berkaitan dengan

pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik.?

Dari perkembangan zaman ini, gaya hidup pun semakin berubah
keadaannya. Gaya hidup yang bermewah-mewahan, hingga tidak
memandang status sosial, sehingga melakukan segala cara untuk memenuhi
keinginan dari gaya hidupnya dan mengesampingkan kebutuhan hidup yang
seharusnya diprioritaskan. Karena gemerlap nafsu duniawi tersebut, untuk
memenuhi keinginannya tidak hanya menggunakan cara-cara yang
selayaknya manusia lain lakukan, sebagai contoh; bekerja keras, menabung,
membangun sebuah usaha dan lain lain. Namun, tidak sedikit juga yang
mengabaikan moralitas untuk memenuhi segala keinginannya tersebut,
sebagai contoh; menjual atau mempertontonkan bentuk tubuh demi
mendapatkan bayaran (menggunakan aplikasi /ive streaming online atau
menggunakan cara video call menggunakan media sosial) hingga rela bekerja

sebagai pekerja seks komersial (prostitusi).

Sebagai bagian dari kejahatan dalam pergeseran pemanfaatan kemajuan
teknologi dan informasi, prostitusi mulai berkembang pesat. Dari yang
sebelumnya konvensional dan hanya dalam bentuk lokalisasi, sebagai
langkah awal pemerintah dalam memusatkan dan menekan angka kegiatan
prostitusi dan menjadi tolak ukur atau indeks perkembangan kegiatan

prostitusi di suatu wilayah, hingga sekarang berkembang menjadi praktik

3Widodo, Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime, (Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2009),
him. 222



prostitusi yang melibatkan suatu kelompok ataupun pribadi yang
menggunakan media elektronik dan internet sebagai media untuk
menyebarkan dan mendapatakan pelanggan atau konsumen guna memenuhi

kebutuhan pribadi dan atau gaya hidup mereka.

Di Indonesia, praktik prostitusi ini merupakan praktek yang
sebelumnya sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) dalam buku Kedua Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan di

antaranya ada dalam pasal sebagai berikut:
Pasal 281 KUHP, yang berbunyi :

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan

atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

(1)Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
(2) Barang siapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada di situ

bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan*
Pasal 296, KUHP, yang berbunyi :

“Barang. siapa dengan. sengaja menyebabkan .atau memudahkan
perbuatan cabul oleh orang lain dengan orfang lain dan menjadikannya

sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling

“Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pidana



lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu

rupiah.”?

Selanjutnya ada dalam Buku Ketiga Bab VI tentang Pelanggaran

Kesusilaan dalam Pasal 506 KUHP, yang berbunyi :

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita
dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan

paling lama satu tahun.” °

Akan tetapi, dalam praktik prostitusi online (daring) dianggap sebagai
kejahatan baru yang aturannya belum dijelaskan secara jelas dalam kebijakan
hukum pidana maupun perundang-undangan di Indonesia ini sendiri. Sebagai
contoh, dalam keterangan yang di jelaskan oleh petugas reskrim, sebelumnya
praktik prostitusi online sudah lama ada di Daerah Istimewa Yogyakarta ini.
Memang praktik prostitusi sekarang mulai dilakukan secara online atau
menggunakan media internet dan media sosial sebagai media penyebaran atau
tawar menawar. Dalam tahap penyelidikan oleh pthak satuan reserse kriminal
(satreskrim) polresta yogyakarta, ‘memancing para pelaku(psk dan atau
mucikari) menggunakan media online tetapi ketika dalam tahap pembuktian
di tingkat penyidikan mendapatkan kesulitan dan rumitnya dalam
mendatangkan ahli dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik guna
melakukan pembuktian tindak pidana yang telah di lakukan, karena harus

mendatangkan dari Jakarta dan juga syarat-syarat yang harus disiapkan dalam

*Ibid., Pasal 296
®Ibid., Pasal 506



mendatangkan ahli guna membuktikan tuntutan praktik prostitusi online
tersebut, sehingga dalam tahap penuntutan di pengadilan, hanya bisa
mengenakan pasal tentang mucikari yang mempekerjakan para pekerja seks
komersial tersebut. Sedangkan para pekerja seks komersial tersebut tidak
dapat dikenakan tindak pidana yang notabene juga ikut serta melakukan
praktek prostitusi secara online menggunakan media internet atau media
sosial tersebut.” Pada dasarnya pengaturan mengenai pembuktian sudah
dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam pasal 183 yang berbunyi;

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa

terdakwalah yang bersalah melakukannya.”®

Diatur pula ketentuan mengenai alat bukti yang diatur didalam Pasal

184 angka 1, yang berbunyi;
“Alat bukti yang sah ialah:

a. Keterangansaksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;

d. Petunjuk;

Pra Penelitian di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.
8pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.



e. Keterangan terdakwa.”’

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penulis
melakukan penelitian skripsi dengan judul “Prostitusi Online Kajian Atas
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik”.

B. Rumusan Masalah
Sehingga dari penguraian latar belakang di atas, penulis merumuskan
masalah prostitusi online sebagai berikut :
1. Bagaimana perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008
juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik mengenai prostitusi online?

2. Mengapa terdapat kendala dalam pembuktian prostitusi online?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun; tujuan dan kegunaan /dalam 'penulisan ‘penelitian ini yang
diharapkan mempunyai pencapaian/sebagai berikut:
1. /Tujuan penelitian
a. Untuk memperoleh dan mengumpulkan data serta mengkaji data
tersebut sehingga dapat menghasilkan sebuah karya ilmiah berupa penulisan
hukum sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas

Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana



b. Untuk mengetahui tinjauan hukum dalam pembuktian kasus
prostitusi online berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoritis, dalam penulisan penelitian ini diharapkan
memberikan manfaat dalam sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu
pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan
penegakan hukum prostitusi online.

b. Kegunaan praktis, yang diharapkan penulis dalam penelitian ini
adalah memberikan masukan terhadap pemerintah dan para pihak terkait,
mengenai ketegasan hukum, pemberantasan, serta upaya penanggulangan
kasus prostitusi online, juga memberikan pertimbangan terhadap
penyempurnaan ketentuan hukum pidana dan perundang-undangan kejahatan
mayantara terutama delik prostitusi online tersebut. Tidak hanya kepada
aparat penegak hukum saja, namun juga diharapkan berguna bagi seluruh
masyarakat untuk- mencegah tindak pidana prestitusi- online, mengingat
negara Republik’ Indonesia/ ini menjunjung norma-norma sosial dan

kesusilaan yang tinggi.

D. Telaah Pustaka
Sebelum melakukan penulisan skripsi ini, penulis melakukan
penelusuran kepustakaan dari perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta dan juga Universitas lainnya, setelah itu penulis juga



melakukan penulusuran dari internet. Dari penelusuran yang dilakukan oleh
penulis, ditemukan beberapa kemiripan objek, topik, maupun tema dari karya
tulis yang sudah ada, namun demi terfokusnya pokok kajian yang akan
dibahas didalam skripsi ini maka akan dilengkapi beberapa literatur ataupun
penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini antara lain sebagai

berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Hidayat Lubis, dengan judul
“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI No. 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”,'° yang membahas
mengenai pandangan hukum islam tentang kriteria yang termasuk ke dalam
tindak pidana cyberporn dan juga sanksi yang diberlakukan kepada tindak
pidana cyberporn merujuk kepada UU RI No. 11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan penulis objek penelitian yang
dikaji lebih merujuk kepada tindak pidana prostitusi online tinjauan Undang-

undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

Kedua, skripsi yang ditulis'oleh Ahmad Rosyidi; dengan judul “Kajian
Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia”,'! yang membahas
mengenai oprasional atau proses terjadinya prostitusi online dan apa saja

faktor yang menyebabkan prostitusi online ini terjadi dan juga membahas

mengenai prostitusi online menurut hukum positif dan hukum islam.

Hidayat Lubis, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI No.
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009)

""Ahmad Rosyadi, “Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online di Indonesia”, Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2011)
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Perbedaan dengan penelitian penulis lebih merujuk kepada tinjauan hukum
prostitusi online bukan faktor yang menyebabkan prostitusi online dan lebih

kepada hukum pidana indonesia.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Mukhlis, dengan judul “Kedudukan
Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Hukum Pidana (Perspektif Hukum
Islam dan Hukum Pidana Indonesia)”,'> yang membahas mengenai
kedudukan alat bukti elektronik di dalam hukum islam dan hukum pidana
indonesia dan juga komparasi antara kedua hukum tersebut. Dalam hal ini,
penulis menggunakan skripsi ini sebagai pandangan terhadap objek kajian
yang akan diteliti, karena ada kaitannya. Namun, perbedaan objek kajian tetap

ada, dan lebih fokus terhadap prostitusi online dan Undang-undang No. 11

tahun 2008 tentang ITE.

E. Kerangka Teoretik

L. “Teort Pembuktian
Pembuktian’ menurut kamus' besar bahasa Indonesia adalah proses,
perbuatan, ecara membuktikan, suatuusaha menentukan benar atau salahnya
si terdakwa dalam sidang pengadilan. Sedangkan menurut Martiman
Prodjohamidjojo yaitu, mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan
kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap

kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian

2Mukhlis, “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Pidana”,
Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011)
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adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP menetapkan
tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui :

1. Penyidikan;

ii. Penuntutan;

i1ii. Pemerikasaan di persidangan;

iv. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan.

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase dalam

hukum acara pidana secara keseluruhan.”!3

Sejarah hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem
untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem pembuktian ini
bervariasi menurut waktu dan tempat. Dalam hukum acara pidana ada

beberapa sistem pembuktian yaitu :

a. Convection in time

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata, dalam
menentukan salah atau tidaknya seseorangterdakwa, semata-mata ditentukan
dengan penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan
keterbuktian “kesalahan / terdakwa, darimana  hakim menarik dan
menyimpulkan keyakinannya tidak menjadi masalah dalam sistem ini.

b. Convction rasionance

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas dasar keyakinan

logis, dalam sistem inipun dapat dikatakan, keyakinan hakim tetap memegang

3Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti, (Jakarta, Ghalia
Indonesia, 1983), him.12
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peranan penting dalam menentukan salah atau tidaknya seseorang terdakwa,
akan tetapi dalam sistem pembuktian ini faktor keyakinan hakim “dibatasi”
dan harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas.

c. Positive wettlijk bweijs theorie

Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, dalam
sistem atau teori pembuktian ini juga sering disebut dengan teori pembuktian
formal (formele bewijstheorie), teori pembuktian ini dikatakan secara positif
karena didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang berupa undang-undang
atau peraturan tertulis yang artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai
dengan alat-alat bukti tersebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim

sudah tidak diperlukan lagi.'*

Dalam kaitannya dengan teori ini, penulis bermaksud menggunakannya
untuk mengetahui akan pentingnya “keterangan ahli” dalam pembuktian
dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-undang Nomor
19 Tahun 2016 tentang ITE dalam tahap penyidikan guna untuk memberikan
dukungan dalam penggunaan undang-undang ini. Karena demi tercapainya
undang-undang ini dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi online,
keterangan ‘ahli sangat berpengaruh dalam ‘pembuktian. Karena menurut
undang-undang sesuai dengan pasal 183 ayat (1) KUHAP diluar alat bukti

yang disebutkan itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan

“Hari sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, (Bandung,
Mandar Maju, 2003), hlm.15
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kesalahan terdakwa,dan dalam pasal tersebut yang dimaksud alat bukti yang

sah adalah :

a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;

d. Petunjuk dan

e. Keterangan terdakwa

Dari alat bukti diatas hakim memeriksa untuk memperoleh kebenaran
materiel dari kejahatan yang terjadi dan hakim tidak boleh memeriksa selain

alat bukti tersebut.

2. Teori Politik Hukum Pidana

Pembahasan mengenai politik hukum pidana tidak terlepas dari politik
hukum yang merupakan bagian dari I[lmu Pengetahuan Hukum yang
membahas; memahami; dan mengkaji perubahan ius constitutum menjadi ius
constituendum dalam rangka: upayas memenuhi kebutuhan masyarakat yang
selalu mengalami perkembangan. '

Dalam kajian mengenai politik hukum pidana, beberapa literatur di
Indonesia lebih banyak digunakan istilah “kebijakan hukum pidana”,
“kebijakan kriminal”, “kebijakan legislatif”, dan lain-lain. Penggunaan istilah
ini juga memerlukan kajian lebih lanjut tentang ketepatan dan makna

substansinya, karena kebijakan memiliki padanan dari kata “policy” (bahasa

5Abdul Hakim Garuda Nusantara, Politik Hukum Indonesia, (Jakarta, Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Indonesia, 1988), him. 3
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Inggris)  yang  penggunaannya  lebih  bersifat  teknis dan
eksekutif/administratif. Oleh karena itu apabila dirujuk dari asal kata politik
hukum berasal dari kata “rechtspolitiek”, istilah politik hukum merupakan
terjemahan yang terdiri dari dua kata, yaitu recht yang berarti hukum dan
politiek yang berarti politik.'

Lalu Moh. Mahfud MD mengelaborasi berbagai definisi politik hukum
yang ada sebelumnya, membuat rumusan sederhana dengan menyebut politik
hukum sebagai arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara
untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan
bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan
upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara. Selain
itu, politik hukum juga merupakan jawaban atas pertanyaan tentang mau
diapakan hukum itu dalam perspektif formal kenegaraan guna mencapai
tujuan negara.'’

Keterkaitan dengan politik hukum pidana tersebut berikut beberapa
pendapat dan pemikiran mengenai pengertian dan konsep politik hukum
pidana, sebagai berikut;

Sudarto mengemukakan bahwa politik hukum pidana diartikan sebagai
usaha yang rasional (logis) untuk mencegah dan menghalangi kejahatan
dengan sarana hukum pidana dan sistem peradilan pidana memilih hukum

dan undang-undang yang bersesuaian, paling baik dan memenuhi syarat

16 Sabartua Tampubolon, Politik Hukum Iptek di Indonesia, (Yogyakarta, Amara Books,
2013), him. 31
Yibid, him. 35
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keadilan dan fungsinya. Hal ini bermakna pula bahwa politik hukum pidana
mesti mempertimbangkan aspek sosiologi hukum dan menjangkau masa
depan.'®

Seterusnya dikemukakan juga oleh Muladi bahwa, politik hukum
pidana dan pembaharuan hukum pidana harus tetap berasaskan kepada tiga
inti dan substansi utama undang-undang pidana;

1. Merumuskan dan menentukan kelakuan atau perbuatan yang disebut
sebagai pidana;

2. Menentukan bentuk unsur tindak pidana dan
pertanggungjawabannya; dan

3. Menentukan bentuk atau macam hukum yang dapat diberikan

kepada sesiapa yang melakukan kesalahan tersebut.'®

Dari beberapa pemahaman mengenai politik hukum tersebut, dan
merujuk kepada pendapat Moh. Mahfud MD, bahwa politik hukum

mengandung dua sisi yang tak terpisahkan yakni;

1. Politik hukum sebagai arahan atau “/egal policy” lembaga-lembaga
negara dalam pembuatan hukum; dan

2. Politik hukum sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah
sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir

legal policy untuk mencapai tujuan negara.*

BMokhammad Najih, Politik Hukum Pidana, (Malang, Setara Press, 2014), him. 16
Bibid, him.17
2/pid, him. 49
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F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library
research), dimana penulis mencari landasan teoritis dari permasalahan
penelitian ini, sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang
bersifat “trial and error”.

Jadi, penulis menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan
yang merujuk pada data pustaka yang dapat berupa buku-buku, jurnal,
perundang-undangan yang ada di Indonesia, dan sumber data lain. %!

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat normatif-yuridis, yaitu penelitian yang mencakup
kegiatan, mensistematiskan dan mengevaluasi hukum positif yang berlaku di
dalam suatu masyarakat, dan diupayakan untuk menemukan penyelesaian
yuridis terhadap masalah hukum.?” Dalam hal ini dimaksudkan supaya dapat
memahami pembuktian didalam hukum positif di Indonesia, terutama di
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 19 Tahun
2016, dan perundang-undangan lainnya.

3./ Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data-data yang
mendukung dan menjadi bahan rujukan, data-data tersebeut penulis

kumpulkan dari buku-buku, perundang-undangan, jurnal, wawancara, dan

2ohnny lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya, Bayu
Media, 2005), him. 393

22Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta, Raja Grafindo Persada,
1997), him. 41
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lain sebagainya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis
dalam melakukan penelitian, diantara lain adalah :

a. Data primer

Data primer merupakan bahan hukum primer yang penulis ambil dari
hukum positif Indonesia, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Perundang-
undangan lainnya yang mendukung penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung sumber data
primer yang berupa buku-buku literatur, makalah, jurnal, penelitian-
penelitian terdahulu, dan karya-karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi
dengan obyek penelitian. Dan juga bahan hukum yang memberikan petunjuk
atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti
kamus ‘hukum, ensiklopedia, /dan lain-lain.

c. Data tersier

Data tersier yang dimaksud oleh penulis adalah pengumpulan data-data
diperoleh dengan observasi lapangan secara langsung atau tidak langsung,
dengan cara wawancara pada pihak-pihak yang bersangkutan dengan subjek

penelitian.
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4. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis-deskriptif
yang digunakan untuk menganalisis seluruh data yang diperoleh dengan cara
mendeskripsikan data dari bahan hukum yang berhasil terkumpul lalu
dilakukan analisis terhadap data-data tersebut untuk memperoleh kesimpulan

guna menjawab rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan
Dalam sistematika pembahasan ini, penulis akan memberikan
gambaran umum mengenai pembahasan penelitian skripsi ini menjadi lima

bab, diantaranya adalah:

Bab pertama, yang merupakan pendahuluan yang didalamnya
mencakup gambaran umum dasar penelitian in1 yang dibagi ke dalam latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah

pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Untuk: memberikan rtinjauan umum tentang pembuktian
dalam hukum pidana di Indonesia. Penulis akan memberikan pengertian
pembuktian, pengertian alat bukti, dan bentuk-bentuk alat bukti, pengertian
ahli terhadap tindak pidana prostitusi online menurut hukum pidana dan
perundang-undangan di Indonesia. Pembahasan di dalam bab ini untuk
mengetahui pentingnya ahli untuk membuktikan tindak pidana prostitusi

menggunakan media online
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Bab ketiga, untuk memberikan gambaran umum mengenai politik
hukum pidana prostitusi online dalam tindak pidana Indonesia. Pembahasan
yang akan ditulis disini adalah tentang tinjauan umum politik hukum pidana,
pengertian prostitusi, prostitusi dalam tindak pidana di Indonesia, terutama di
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11
Tahun 2008 juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-
undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga perundang-undangan

lainnya.

Pada bab empat, penulis akan menganalisis data yang telah diperoleh
dari hasil penelitian dari bahan-bahan hukum yang telah dilakukan, guna
untuk menguraikan jawaban dari permaslahan pembuktian terhadap tindak

pidana prostitusi online dalam hukum positif di Indonesia.

Bab kelima, meliputi penutup yang berisikan kesimpulan yang
merupakan jawaban atas permasalahan dari analisis yang sudah dilakukan,

dan juga saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan

bahwa:

1.

Prostitusi online didalam perspektif Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
yang pertama mengenai frasa “mendistribusikan”, “mentransmisikan”,
dan “membuat dapat diakses”, memiliki muatan mengenai cara
menyebarkan media yang mengandung muatan kesusilaan. Sehingga
dapat dipidana jikalau alat bukti yang diperlukan dirasa cukup untuk
menentukan perbuatan tersebut. Sedangkan unsur muatan susila dalam
frasa kesusilaan dalam pasal tersebut mempunyai keterkaitan didalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-
undang, Nomor 44 tahun' 2008 tentang' Pornografi. Dengan
memperhatikan dari tujuan pembangunan nastonaly yaitu mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil spiritual
berdasarkan Pancasila, maka Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 dapat digunakan sebagai landasan hukum dari prostitusi
online itu sendiri.Walaupun hanya terbatas kepada perantara

(germo/mucikari) dan belum bisa menjerat pelaku pengguna jasa seks

dan pekerja seks itu sendiri.
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2. Menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 juncto
Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Infromasi dan Transaksi
Elektronik bahwa pemberi, penyedia, maupun pemakai jasa prostitusi
online dapat dijerat dengan pasal ini apabila melakukan
pendistribusian, pentransmisian dan dapat diaksesnya konten
bermuatan kesusilaan. Dan jika, dilihat melalui Pasal 5 Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan,
muatan kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) UUITE tersebut, masih
menimbulkan multitafsir dan karena pengaturan ulang atas suatu
perbuatan yang telah dipidana merupakan duplikasi yang secara jelas
telah melanggar asas Lex Certa dan Lex Scricta.

3. Kendala pembuktian didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik adalah informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dikirim ke
berbagai penjuru dunia, bahkan dapat dihapus dalam hitungan detik.
Selanjutnya-dalam membuktikan keaslian-dan/atau keotentikan dari
data informasi_elektronik yang didapatkan harus melalui ahli dalam
bidang informasi dan transaksi elektronik ini yang membutuhkan alat-
alat digital forensik, yang mana di Indonesia masih belum tersebar

meratakeberadaannya.
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Saran

Untuk mempertegas unsur dari muatan kesusilaan yang ada di dalam
Pasal 27 ayat (1), memang sudah seharusnya diperjelas lagi yang
dimaksud dengan kesusilaan itu sendiri. Supaya pasal ini dapat
menjerat secara efektif, tidak hanya kepada perantara (germo/mucikari)
yang terkena delik pidana tetapi juga sudah seharusnya kepada orang
(individu) pekerja seks dan juga pengguna jasa seks dikenakan tindak
pidana. Agar supaya tidak terjadi pelanggaran norma-norma sosial dan
spiritual yang terkandung didalam masyarakat.

Perlu kiranya ada penjelasan lebih lanjut mengenai klasifikasi Ahli
dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Supaya
lebih mudah mendapatkan Keterangan Ahli guna membuktikan
keotentikan dan/atau keaslian suatu data elektronik, juga supaya
penyebaran Ahli dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik cepat

merata ke seluruh Wilayah Indonesia.
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